SALINAN

2NN
BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan dalam rangka pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan  dan
Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5495);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan
Alokasi Dana Desa Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2016 Nomor 11);

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2015 Nomor 65) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor
65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 73);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN
PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

Bupati adalah Bupati Sumedang.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

Desa adalah kesatuan kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa  sebagai unsur  penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa
yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan Desa.

Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang
membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi
Desa yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada
Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah
dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa,
yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan
pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah setelah
dikurangi dana alokasi khusus.

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
selanjutnya disebut SILTAP adalah penghasilan Kepala Desa
dan Perangkat Desa yang dibayarkan setiap bulan secara
terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang
bersumber dari ADD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Bank Pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh
sahamnya dimiliki oleh Pemerintah.

Bank Pemerintah Daerah adalah bank yang sebagian atau
seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik
yang berjenis bank umum atau bank perkreditan rakyat.
Rekening Kas Umum Desa adalah rekening atas nama Desa
pada Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Tim Pembina Kecamatan adalah tim yang melaksanakan
pembinaan, pemantauan, dan evaluasi DBH Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan ADD di tingkat kecamatan yang
ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan
identifikasi terhadap pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan
pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan ADD dalam waktu tertentu.


http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_negara
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28.

29.

30.

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap
hasil pemantauan atas pemanfaatan, teknis pelaksanaan,
dan pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan ADD dalam waktu tertentu.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh
pemerintah.

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya
disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai
honorer, staf khusus dan pegawai lain yang upah/honornya
dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah bagi Desa

Pasal 2

Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
diprioritaskan untuk:

a.

(1)

kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat terdiri dari:

1. bulan bakti gotong royong masyarakat di tingkat Desa;
dan

2. gelar produk unggulan dalam pencanangan bulan bakti
gotong royong masyarakat tingkat kabupaten.

pembangunan sarana/prasarana umum yang dapat

menunjang  peningkatan  pemberdayaan = masyarakat,

peningkatan swadaya gotong royong, peningkatan daya beli,

dan peningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat umum;

pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan restorasi sarana

umum dan/atau peribadatan;

sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan

pelayanan kepada masyarakat;

pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan, papan data,

dan buku bagi administrasi Pemerintahan Desa dan lembaga

kemasyarakatan lainnya;

pengadaan pemeliharaan fasilitas kerja Pemerintahan Desa,

termasuk pengadaan pakaian dinas atau atribut lainnya bagi

Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa;

dan

kegiatan lain yang tercantum dalam RKP Desa.

Bagian Kedua
Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 3
Penggunaan ADD direncanakan dan dilaksanakan dengan
berpedoman kepada RPJM Desa dan RKP Desa.



(2) Penggunaan ADD diperuntukan:

a.

paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) untuk
kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan
pembinaan kemasyarakatan; dan

paling banyak 60% (enam puluh perseratus) untuk
SILTAP.

Pasal 4

(1) Penggunaan ADD untuk kegiatan bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a antara lain:

(2)

k.

TEE @m0 o

penetapan dan penegasan batas Desa;

pendataan Desa;

penyusunan tata ruang Desa;

penyelenggaraan musyawarah Desa;

pengelolaan informasi Desa

penyelenggaraan perencanaan Desa;

penyelenggaraan  evaluasi  tingkat  perkembangan
Pemerintahan Desa;

. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
pembayaran premi kesehatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa; dan

kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Penggunaan ADD wuntuk kegiatan bidang pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a
antara lain:

a.

b.

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

1. jalan pemukiman;

2. jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;

3. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

4. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan

5. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana kesehatan, antara lain:

1. air bersih berskala Desa;

2. sanitasi lingkungan;

3. pelayanan kesehatan Desa, seperti posyandu;

4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan
kondisi Desa.

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:

1. taman bacaan masyarakat;

2. pendidikan anak usia dini;

3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
lainnya sesuai kondisi Desa.

pengembangan  usaha  ekonomi  produktif serta

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana ekonomi, antara lain:

1. pasar Desa

2. pembentukan dan pengembangan badan usaha milik
Desa;



3. penguatan permodalan badan usaha milik Desa;

4. pembibitan tanaman pangan;

5. penggilingan padi;

6. lumbung Desa;

7. pembukaan lahan pertanian;

8. pengelolaan usaha hutan Desa;

9. kolam ikan dan pembenihan ikan;

10. kandang ternak;

11. instalasi biogas;

12. mesin pakan ternak; dan

13. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi
Desa.

e. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:

penghijauan;

pembuatan terasering;

perlindungan mata air;

pembersihan daerah aliran sungai; dan

kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

(3) Penggunaan ADD untuk kegiatan bidang pemberdayaan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a antara lain:

a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan
perdagangan;

b. pelatihan teknologi tepat guna;

c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa dan BPD;

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :

kader pemberdayaan masyarakat desa;

kelompok usaha ekonomi produktif;

kelompok perempuan;

kelompok tani;

kelompok masyarakat miskin,;

kelompok pengrajin;

kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

kelompok kelurga sadar hukum; dan

kelompok pemuda.

(4) Penggunaan ADD untuk kegiatan bidang pembinaan
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf a antara lain:

pembinaan lembaga kemasyarakatan;

pembinaan pengajar Al Qur’an;

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

pembinaan kerukunan umat beragama;

pengadaan sarana dan prasarana olahraga;

pembinaan lembaga adat;

pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

kegiatan lain sesuai dengan kondisi Desa.

N
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Bagian Ketiga
Jaminan Kesehatan

Pasal 5
Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan
Kesehatan dari badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan
dengan program Jaminan Kesehatan PPNPN.



Pasal 6

(1) Besaran penganggaran Jaminan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 sebesar 5% (lima perseratus)
dengan rincian:

a. 3% (tiga perseratus) dari besaran SILTAP dibebankan pada
kegiatan bidang penyelenggaran Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j
yang dianggarkan dalam APB Desa; dan

b. 2% (dua perseratus) dari besaran SILTAP yang dibayarkan
dalam bentuk iuran peserta.

(2) Dalam hal besaran SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b tidak mencapai batas minimal untuk ikut
kepesertaan iuran badan penyelenggara jaminan sosial
kesehatan maka persentase penetapan premi adalah sebesar
2% (dua perseratus) dari SILTAP dan tunjangan.

BAB III
PENYALURAN
Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 7

(1) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap pada tahun anggaran
berjalan yaitu:

a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);

b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);

c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
dan

d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme penyaluran yaitu:
a. Penyaluran untuk  SILTAP dan iuran  badan
penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan

b. Penyaluran untuk membiayai kegiatan di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu yang
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap pada tahun anggaran
berjalan yaitu:

a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);

b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);

c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan

d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
Pasal 8

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD

bagi dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan

anggaran dan/atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
dan SPD pada SKPKD.



(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan dan Persyaratan

Pasal 9

Kepala Desa menyampaikan permohonan pengajuan

penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan

ADD Tahap I kepada Bupati melalui camat untuk diverifikasi

dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. kuitansi penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa;

Peraturan Desa mengenai APB Desa;

. foto copy buku Rekening Kas Umum Desa;

. foto copy nomor pokok wajib pajak Bendahara Desa;

keputusan Kepala Desa tentang PTPKD;

. realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan DBH
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran
sebelumnya; dan

h.laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

Hasil verifikasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa dilampiri dengan:

. surat pengantar dari camat;

. rekomendasi dari camat;

. keputusan camat tentang evaluasi APB Desa;

. berita acara pemantauan dan evaluasi dari tim pembina
kecamatan tahun sebelumnya; dan
e. lembar hasil penelitian kelengkapan admnistrasi dari

Kecamatan;

Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada Kepala SKPKD
selaku PPKD.

Persyaratan Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Alokasi Dana Desa Tahap II, Tahap II dan Tahap
IV terdiri dari:

a. surat pengantar dari camat;

b. rekomendasi dari camat yang bersangkutan, setelah
kecamatan melakukan penelitian terhadap kelengkapan
persyaratan pengajuan DBH Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan ADD;

c. berita acara pemantauan dan evaluasi dari Tim Pembina
Kecamatan tahap sebelumnya,;

d. lembar hasil penelitian kelengkapan admnistrasi dari
kecamatan;

e. kuitansi penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa;

g. realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan DBH
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran
berjalan; dan
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h. laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan ADD tahun anggaran berjalan.

(5) Format berkas permohonan penyaluran DBH Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10
Surat perintah pencairan dana diterbitkan setelah berkas
kelengkapan permohonan penyaluran DBH Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan ADD dinyatakan lengkap oleh SKPKD.

Pasal 11

(1) Dalam rangka pemindahbukuan DBH Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan ADD, Bendahara Desa membuka
Rekening Kas Umum Desa pada Bank Pemerintah atau Bank
Pemerintah  Daerah untuk menampung penyaluran
pemindahbukuan ke Desa dengan nama depan Rekening Kas
Umum Desa yang diikuti dengan nama Desa yang
bersangkutan.

(2) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening dan/atau
nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa menyampaikan perubahan tersebut kepada SKPKD.

Pasal 12

(1) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf
a dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berkenaan.

(2) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke
Rekening Kas Umum Desa setelah menyampaikan Peraturan
Desa mengenai APB Desa dan Keputusan Pengangkatan
Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Bupati melalui
SKPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa.

(3) Persyaratan pencairan untuk Pembayaran SILTAP bulan
selanjutnya terdiri dari:

a. kwitansi  penerimaan  SILTAP yang dicap dan
ditandatangani Kepala Desa bulan berkenaan,;

b. daftar penerima SILTAP bulan berkenaan; dan

c. daftar penerima SILTAP bulan sebelumnya.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3)
disampaikan kepada SKPKD dengan tembusan kepada
Perangkat daerah yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa
paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13
(1) PTPKD menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, dan
pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran DBH Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD.



(2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan
DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD kepada
Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa setiap Triwulan
tahun berjalan.

(3) Laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan ADD untuk Triwulan IV disampaikan
kepada  Bupati melalui Perangkat Daerah  yang
melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa
paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14
Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas
penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD
yang berada dalam penguasaannya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15
Pembinaan terhadap pelaksanaan DBH Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan ADD dilaksanakan oleh tim koordinasi
kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.

Pasal 16
(1) Tim koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 mempunyai tugas:

a. melakukan desiminasi kebijakan dan mekanisme
pengelolaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
ADD;

b. melakukan Pembinaan pengelolaan DBH Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan ADD kepada Tim Pembina
Kecamatan;

c. menyusun rekapitulasi kegiatan fisik dan laporan
realisasi penggunaan keuangan; dan

d. mempertanggungjawabkan dan = melaporkan  hasil
kegiatan kepada Bupati.

(2) Pembentukan tim koordinasi kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan

Bupati.

Pasal 17
(1) Susunan keanggotaan Tim Pembina Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:
penanggung jawab adalah camat;
ketua adalah sekretaris kecamatan;
sekretaris adalah kepala seksi pemberdayaan masyarakat;
anggota adalah kepala seksi dan kepala subbagian pada
kecamatan.
(2) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a. memfasilitasi pengelolaan keuangan dan penggunaan DBH
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD;

oo



b. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan
pedesaan;

c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;

d. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat Desa;

e. mengoordinasikan pendampingan Desa di wilayahnya;

f. melaksanakan kegiatan Pemantauan, evaluasi terhadap
penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
ADD;

g. meneliti berkas pengajuan dari Kepala Desa dan
selanjutnya dibuatkan berita acara.

h.menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan,
pelaporan keuangan dan melaporkan kepada tim koordinasi
kabupaten;

i. melakukan penelitian terhadap Surat Pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan ADD;

j. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul
ditingkat Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada tim
koordinasi kabupaten; dan

k. memfasilitasi penyelenggaraan administrasi dan keuangan
DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD yang
mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 18

Pengawasan terhadap penggunaan DBH Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dan ADD dilakukan melalui:

a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa terhadap
pelaksana kegiatan, dan Bendahara Desa paling sedikit 3
(tiga) bulan sekali; dan

b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah
yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor S5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyaluran,
Penggunaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi
Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016
Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Februari 2017
BUPATI SUMEDANG,

ttd
EKA SETIAWAN
Diundangkan di Sumedang

pada tanggal 6 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN,
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI
DESA DAN ALOKASI DANA DESA

A. FORMAT REKOMENDASI DARI CAMAT TAHAP I

Kop Kecamatan

REKOMENDASI
NOMOR : 147.261/ /KEC.
TENTANG
PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ... TAHUN.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e,
NIP TP
Jabatan s

Dengan ini merekomendasikan bahwa:

1. Surat Pertanggungjawaban dan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi
Dana Desa Desa........ Tahun ... tersimpan di Desa.

2. Surat Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Desa.....Tahun .., beserta tanda
buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.

3. Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan dan Laporan Realisasi
Penggunaan, serta dokumentasi berupa foto kegiatan berada di Desa,
sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat
Kabupaten.

4. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi
Dana Desa Tahap........... tahun ... untuk Desa......... Kecamatan .........
mohon dapat dicairkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat
sumpah jabatan.

Sumedang, .... ..............
CAMAT ....ccovieiiiinenen.




B. REKOMENDASI DARI CAMAT TAHAP II, TAHAP III, DAN TAHAP IV

Kop Kecamatan

REKOMENDASI
NOMOR : 147.261/ /KEC.
TENTANG

PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ...... TAHUN ....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama s
NIP e,
Jabatan s

Dengan ini merekomendasi bahwa:

1. Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa
dan ADD tahap ........ tahun .... telah direalisasikan sesuai rencana
anggaran biaya.

2. Surat Pertanggungjawaban dan Berita Acara Pembinaan Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa, Desa
........... Tahap .........Tahun 2017tersimpan di Desabeserta tanda buktinya
yang telah diverifikasi oleh Tim Pembina kecamatan.

3. Surat Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa, Desa .......... Tahap ....... Tahun
2017, beserta tanda buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina
Kecamatan.

4. Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan serta dokumentasi
berupa foto kegiatan tahap .... tahun ... berada di Desa, sebagai bahan
laporan kepada Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.

5. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi
Dana Desa Tahap ...... tahun ... untuk Desa .......... Kecamatan .........
mohon dapat dicairkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah
jabatan.




C. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP I

Kop Kecamatan

Sumedang, .................
Nomor . 147.261/...... /Kec Kepada:
Sifat : Biasa Yth.Bupati Sumedang
Lampiran : 1 (satu) berkas Melalui:
Perihal : Permohonan Pencairan DBH Yth. Kepala ................
Pajak Daerah Retribusi Daerah = Kabupaten Sumedang
dan ADD Tahap ....tahun ... di-
SUMEDANG
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor:..... tahun 2017
tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan,

Pembinaan Dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa dan

Keputusan Bupati Nomor: ........ocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, 2017
tentang ...... , bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan
DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD
Tahap ...... tahun ..., untuk desa:
DBH Pajak . Nomor
Alokasi .
Daerah dan Jumlah | Rekening
No Desa . . Dana Desa
Retribusi (Rp) (Rp) Bank
Daerah (Rp) S
1
2 | dst
JUMLAH

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Rekomendasi dari Camat;

2. Kuitansi Penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan ADD yang Ditandatangani oleh Kepala Desa;

3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan DBH Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa ;

4. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun ...... ;

5. Keputusan Camat tentang evaluasi APB Desa;

6. Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi tahun sebelumnya;

7. Lembar Hasil Penelitian kelengkapan administrasi dari

Kecamatan;

8. Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD;

9. foto copy buku Rekening Kas Umum Desa;

10. foto copy nomor pokok wajib pajak Bendahara Desa;

11. Realisasi Perkembangan Fisik/Non Fisik dan Keuangan tahun...
(anggaran sebelumnya)

12. Laporan Realisasi Penggunaan DBH Pajak Daerah Retribusi
Daerah dan ADD tahun ... (anggaran sebelumnya)



Demikian Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Tahap ...... tahun ... ini kami
sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.




D. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP II, III, DAN IV

Nomor
Sifat

Lampiran :

Perihal

Kop Kecamatan

Sumedang, ..................
147.261/..../Kec Kepada:
Biasa Yth.Bupati Sumedang
1 (satu) berkas Melalui:

Permohonan Pencairan DBH Yth. Kepala ................
Pajak  Daerah Retribusi Kabupaten Sumedang

Daerah dan ADD Tahap ..... di -
Tahun ......
SUMEDANG
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor:..... tahun 2017

tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan
Dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa dan Keputusan Bupati
NOMOT: o 2017 tentang ...... ,
bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan DBH Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Tahap ... tahun ..,
untuk desa :

DBH Pajak Alokasi Nomor
No Desa D:aerah dan Dana Desa | Jumlah Rekening
Retribusi Daerah (ADD) (Rp) Bank
Rp) Rp) | | Bank....
1
2 |dst
JUMLAH

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

. Surat Pengantar dari Camat;

2. Rekomendasi Pencairan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dan
ADD dari Camat;

3. Lembar Hasil Penelitian Kelengkapan administrasi dari Kecamatan

4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan DBH Pajak dan
Retribusi Daerah dan ADDdari Kepala Desa;

5. Kuitansi Penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

6. Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi

7. Realisasi Perkembangan Fisik/Non Fisik dan Keuangan ADD;

8. Laporan Realisasi Penggunaan DBH dan ADD;

—

Demikian Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Tahap ...... tahun 2017 ini
kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.




E. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH dAN
RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA
TAHUN .....

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG

Uang Sebesar e (dengan huruf .................... )

Untuk keperluan : Pembayaran tahap.....dalam rangka pelaksanaan Pemberian
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.....dan Retribusi

Daerah sebesar Rp......... bagi Desa Tahun ...untuk Desa
......... Kecamatan ..........Kabupaten Sumedang.
Terbilang - | Rp.
Sumedang, ...........

Setuju dibayar:

a.n.Bupati Sumedang Lunas dibayar Yang menerima
Kepala Badan Pengelolaan Bendahara Pengeluaran Kepala Desa
Keuangan dan Aset Daerah PPKD

Kabupaten Sumedang
Selaku PPKD,




F. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA

ALOKASI DANA DESA
TAHUN ....

KUITANSI

Telah diterima dari: BUPATI SUMEDANG

Uang Sebesar

e (dengan huruf

......................

Untuk keperluan : Pembayaran tahap.....dalam rangka pelaksanaan Pemberian

Terbilang

Alokasi Dana Desa Tahun... Bagi Desa
Kabupaten Sumedang.

Rp.

Setuju dibayar:
a.n.Bupati Sumedang
Kepala BadanPengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang

Selaku PPKD,

.................

Sumedang, ...........

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran
PPKD

Kecamatan

Yang menerima
Kepala Desa

..................




G. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN PENGHASILAN TETAP

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN .......

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG

Uang Sebesar e (dengan huruf.........cooooiiiiiiiiiiiinnn.. )

Untuk keperluan : Pembayaran bulan.....dalam rangka pelaksanaan
pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat

Desa Tahun ....Bagi Desa ..... Kecamatan ...... Kabupaten
Sumedang.
Terbilang | Rp.
Sumedang, ........... 2017
Setuju dibayar:
a.n.Bupati Sumedang Lunas dibayar Yang menerima
Kepala Badan Pengelolaan Bendahara Pengeluaran Kepala Desa
Keuangan dan Aset Daerah PPKD
Kabupaten Sumedang Kecamatan

Selaku PPKD,




H. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN IURAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG

Uang Sebesar PP (dengan huruf.........cooooiiiiiiiiiiiiiininn.. )

Untuk keperluan : Pembayaran bulan.....dalam rangka pelaksanaan
pemberian iuran badan penyelenggara jaminan sosial
kesehatan Tahun ....Bagi Desa ..... Kecamatan ......
Kabupaten Sumedang.

Terbilang . | Rp.
Sumedang, ...........
Setuju dibayar:
a.n.Bupati Sumedang Lunas dibayar Yang menerima
Kepala Badan Pengelolaan Bendahara Pengeluaran Kepala Desa
Keuangan dan Aset Daerah PPKD
Kabupaten Sumedang Kecamatan

Selaku PPKD,

...............................




I. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama T
Jabatan : Kepala Desa ...........
Kecamatan ............. Kabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan:

1. bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima
dan belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang
dananya bersumber dari Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Tahap .......... Tahun ...... Rp. ....... ,- (terbilang : ............... ) dan
digunakan langsung sesuai APB Desa.

2. bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan Dana
Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran ..... Tahap
....... , sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ....Tahun ...... tentang Tata
Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi
Dana Desa.

3. bukti pendapatan dan/atau belanja disimpan sesuai ketentuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pengawasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan daerah, saya bersedia
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dituntut
penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan
sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, ............

Kepala Desa ...
Kecamatan............

Materai Rp.6.000,




J. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ALOKASI DANA DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama P
Jabatan : Kepala Desa ...........

Kecamatan ............. Kabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan:

1.

4.

bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima
dan belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang
dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahap............... Rp. ....... ,-
(terbilang : ............... ) dan digunakan langsung sesuai APB Desa.
bertanggungjawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan Alokasi
Dana Desa Tahun Anggaran ..... Tahap ....... , sesuai dengan Peraturan
Bupati Nomor ....Tahun ... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran,
Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa.

bukti pendapatan dan/atau belanja disimpan sesuai ketentuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pengawasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan daerah, saya bersedia
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dituntut
penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan
sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, ............ 2017
Kepala Desa ...

Kecamatan............

Materai Rp.6.000,




K. FORMAT REALISASI PERKEMBANGAN FISIK/NON FISIK DAN KEUANGAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA
DAN ALOKASI DANA DESA

REALISASI PERKEMBANGAN FISIK/NON FISIK DAN KEUANGAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN ....
KEADAAN BULAN: .............
DESA i,
KECAMATAN e
KABUPATEN : Sumedang
PROVINSI : Jawa Barat
Target Anggaran Penerlmtaa_an s.d Bulan | Realisasi Sisa Sisa Sisa Perkembang | Perkembang
. ini (Rp) RAB s.d . .
No Uraian Swada Bulan ini Kas Anggaran Swadaya an Fisik an Non Fisik
RAB - Y| RAB Swadaya (Ro) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =5-7 9=3-5 10=4-6 11 12
JUMLAH
Bendahara
Mengetahui : Desa .........

Kepala Desa ............







L. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa ...... menyatakan bahwa saya
bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan DBH
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa Tahun Anggaran ....Tahap .......
sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah
Tahap I D
Tahap II D
Tahap III D
Tahap IV D
Realisasi Pembayaran ke Pihak Kedua melalui SP2D

Tahap ini D
Kumulatif s.d Tahap ini : .....

Sisa DBH Pajak di Rekening Kas Umum Daerah : Rp. ...

Realisasi Pembayaran dari
Rekening Kas Umum Daerah

No Uraian Pagu Tahap Tahap Is{grr%zif;g Pagu

Sebelumnya Ini Ini

Sisa

Jumlah

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan ini, disimpan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang, ................

Kepala Desa ............
Kecamatan...........



M. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa...... menyatakan bahwa saya
bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran .... Tahap ........ sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah
Tahap I D
Tahap II D
Tahap III D
Tahap IV D
Realisasi Pembayaran ke Pihak Kedua melalui SP2D

Tahap ini D
Kumulatif s.d Tahap ini : .....

Sisa ADD di Rekening Kas Umum Daerah : Rp. ....

Realisasi Pembayaran dari
Rekening Kas Umum Daerah

No Uraian Pagu Tahap Tahap I;lérr,ll,i?;g Pagu

Sebelumnya Ini Ini

Sisa

Jumlah

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan ini, disimpan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang, ..............

Kepala Desa ............
Kecamatan........




N. FORMAT LEMBAR HASIL PENELITIAN

LEMBAR HASIL PENELITIAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA
DAN ALOKASI DANA DESA KECAMATAN ..........
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN .....

No ASPEK PENELITIAN KETERANGAN / TINDAKLANJUT

1 | Perencanaan

2 | Administrasi

3 | Keuangan

4 | Teknis

Tim Peneliti Kecamatan
Nama/Jabatan Tandatangan

L e

e e
Kepala Seksi Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat



O. FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI DARI TIM
PEMBINA KECAMATAN

Kop Kecamatan

BERITA ACARA
NOMOR:
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN ......... TAHAP ...,
Pada hari ini .....c....coceeviiennnn. Tanggal.......c.cooevevnininn. bulan
..................... tahun ...., kami Tim Pembina Kecamatan, telah melaksanakan

Pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dananya bersumber dari DBH Pajak
Daerah dan retribusi daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa tahun .........
tahap ..... ,terhadap Desa ............. Kecamatan............. Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat, adapun hasilnya sebagai berikut :

No Kelengkapan Kebenaran Ket

Uraian Pengisian
Ada | Tidak | Benar | Salah

I Laporan Penatausahaan

1.Buku Kas Umum

2.Buku Kas pembantu Kegiatan

3.Buku Kas Pembantu Pajak

4.Buku kas Pembantu
Penerimaan dan Penyetoran

5.Buku Bank Desa

6.Register Penutupan Kas

7.Bukti bukti transaksi

I Surat PertanggungJawaban Kelengkapan Persentase

Ada /Tidak (%)

1.Kegiatan Pembangunan
Infrastruktur (fisik)

a. Baru

b. Rehab

c. Pemeliharaan

1. Kegiatan Non Fisik

2. Foto Kegiatan ( 0%,50%,100%)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarya dan
apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian kami siap memperbaiki

dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



Tim Pembina Kecamatan

No Nama Jabatan Tanda tangan
L e e ettt aa
e e eerereiee eeeeeeeeeeeereeieeeeeieaaens eeeeieeeeeaeaeeeeeneneeaaaaans
3 6 £ PSPPIt
Penanggung jawab
Camat.......coceveveinienen.
NIP.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN



